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ABSTRAK

Daud Muhammad Almuchtari Rusli (B011181304) dengan judul
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyembunyikan Orang
Yang Melakukan Tindak Pidana  (Studi Putusan No.
566/Pid.B/2019/PN.Bgl). Di bawah bimbingan Said Karim selaku
Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing
Pendamping.

Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana
menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana dalam hukum
pidana, serta penerapan pidana materii pada Putusan No.
566/Pid.B/2019/PN.Bgl.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Bahan hukum
berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun hasil
penelitian hukum terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.
Hasil penelitian dianalisis secara preskriptif.

Hasil penelitian ini, (1) kualifikasi tindak pidana menyembunyikan
orang yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 221 ayat 1 angka 1
KUHP, tergolong dalam tindak pidana dolus dan merupakan kejahatan
terhadap ketertiban umum. (2) Dakwaan yang diajukan pada Terdakwa
adalah Pasal 221 ayat 1 KUHP. Sedangkan pada pasal tersebut terdiri dari
dua angka dengan unsur berbeda. Pada pertimbangan Hakim, unsur-unsur
tindak pidana yang dpertimbangkan, ialah unsur pasal yang termuat dalam
Pasal 221 ayat 1 angka 1 KUHP. Unsur-unsur tindak pidananya telah
terpenuhi, Terdakwa memiliki kesalahan dan kemampuan bertanggung
jawab, serta perbuatannya telah memenuhi unsur tindak pidana.

Kata kunci: Tindak Pidana; Menyembunyikan; Pelaku Tindak Pidana.
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ABSTRACT

Daud Muhammad Almuchtari Rusli (B011181304) with the title
Juridicial Review of the Crime of Hiding Persons who Commit Crimes
(Decision Study Number, 566/Pid.B/2019/ Pn.Bgl). Under the guidance
of Muhammad Said Karim as the Main Advisor and Audyna Mayasari
Muin as the Assistant Advisor.

The purpose of this research is to find out the qualifications of the
crime of concealing a person who committed a crime in criminal law, as well
as the application of material punishment in Decision No.
566/Pid.B/2019/PN.Bgl.

This study uses normative legal research methods with a case and
statutory approach. Legal materials in the form of laws and regulations,
jurisprudence, as well as the results of previous legal research that have
relevance to this research. The research results were analyzed
prescriptively.

The results of this study, (1) the qualifications of the crime of
concealing a person who committed a crime in Article 221 paragraph 1
number 1 of the Criminal Code, are classified as dolus crimes and are
crimes against public order. (2) The charge filed against the Defendant is
Article 221 paragraph 1 of the Criminal Code. Meanwhile, the article
consists of two numbers with different elements. In the judge's
consideration, the elements of the criminal act considered are the elements
of the article contained in Article 221 paragraph 1 number 1 of the Criminal
Code. The elements of the crime have been fulfilled, the defendant has
mistakes and the ability to be responsible, and his actions have fulfilled the
elements of a crime.

Key Words: Crime; Concealing; Persons who commited crime.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan, penganiayaan, korupsi, penipuan, dan
pencurian adalah sebagian kecil perbuatan terlarang yang sudah
diatur di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), jika
seseorang yang melakukan perbuatan yang sudah diatur maka ia
sudah bisa disebut pelaku tindak pidana.l

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu
tindakan yang secara hukum disebut secara tegas sebagai suatu
perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku yang sudah
melakukan tindak pidana akan menjalani proses peradilan pidana
yang sebagaimana sudah diatur di dalam Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimulai dari penyelidikan dipimpin
oleh Kepolisian Republik Indonesia, setelah itu tahap penyidikan
yang dipimpin oleh Kepolisian Republik Indonesia dan didampingi
bersama pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang
khusus oleh undang-undang, kemudian berlanjut ke tahap
penuntutan yang berada di dalam wewenang Kejaksaan Republik

Indonesia, dan terakhir tahap putusan yang berada dalam

1 Abdul R. H. Lalelorang, “Tindak Pidana Menyembunyikan Pelaku Kejahatan”, Lex
Crimen, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. lll, No.1, Januari-Maret 2014, him. 31.



wewenang Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara tersebut.

Tentunya agar proses peradilan pidana dapat berjalan lancar,
salah satu tindakan yang berpotensi memperlambat proses
peradilan pidana seperti pelaku tidak menghadiri panggilan dari
Kepolisian Republik Indonesia saat diminta keterangannya ataupun
kabur keluar kota untuk menghindar dari Kepolisian. Selain dari
faktor pelaku sendiri, kadangkala yang menghambat proses
peradilan pidana juga yaitu ada orang yang ikut terlibat untuk
membantu pelaku tindak pidana terhindarkan dari
pertanggungjawaban pidananya.

Menurut Pasal 221 ayat 1 (1) KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang
melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau
barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari
penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian
atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-
menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan
kepolisian.”

Dengan adanya pasal tersebut menyatakan bahwa orang
yang melakukan tindakan membantu pelaku kejahatan untuk
menghindari proses peradilan pidana, setidaknya rekan-rekan
terdekat pelaku tidak bisa membantunya dan membantu
melancarkan proses peradilan.

Namun pada pelaksanaannya seringkali norma ini masih

dilanggar karena banyak masyarakat yang kurang memahami pasal



221 KUHP ini. Asas Presumptio jures de jure menganggap semua
orang tahu hukum, ketidak tahuan akan hukum tidak menghindarkan
seseorang dari pertanggung jawaban pidananya.

Seperti pada putusan Nomor: 566/Pid.B/2019/PN.Bgl
merupakan salah satu contoh dari tindak pidana dengan sengaja
menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan. Bahwa pada
hari Jumat tanggal 12 juni 2019 dan pada hari Sabtu tanggal 13 juni
2019 serta pada Minggu tanggal 14 juni 2019 telah melakukan
pertolongan jahat kepada saksi Herianto, pada awalnya tanggal 12
juni 2019, saksi Herianto melakukan penyiraman air keras terhadap
isterinya sendiri, setelah itu saksi Herianto meminta tolong Terdakwa
untuk menemuinya di rumah saksi Habibi, disana saksi Herianto
menceritakan peristiwa yang sudah ia lakukan terhadap isterinya
dan meminta tolong terdakwa untuk menyembunyikan dirinya
disuatu tempat untuk menghindari pengejaran dari Kepolisian
Republik Indonesia, setelah itu saksi Herianto menyuruh Terdakwa
mengambil 2 tas di rumah saksi Efendi, dan saksi Herianto meminta
tolong kepada terdakwa untuk membelikan baju panjang, kacamata,
topi, dan pangkas rambut di Pasar Minggu untuk mengelabui polisi,
dan saksi Herianto juga meminta tolong untuk mengantarkannya
mencari travel ke Padang. Dalam kesaksian Herianto dia
menyatakan bahwa tersangka telah mengetahui apa yang sudah

saksi Herianto lakukan terhadap isterinya dan tersangka tidak



melaporkan ke pihak Kepolisian Republik Indonesia setelah
mengetahui hal tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk
meninjau bagaimana tindak pidana menyembunyikan pelaku tindak
pidana pada putusan nomor : 566/Pid.B/2019/PN.Bgl, mulai dari
bagaimana kualifikasinya dan bagaimana penerapan pidana

materilnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan menyembunyikan orang
yang melakukan tindak pidana dalam perspektif hukum
pidana?

2. Bagaimanakah penerapan pidana materil dalam putusan No.

566/Pid.B/2019/Pn.Bgl?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan menyembunyikan
orang yang melakukan tindak pidana dalam perspektif hukum
pidana.

2. Untuk menganalisis penerapan pidana materil dalam putusan

No. 566/Pid.B/2019/Pn.Bgl.



D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan penelitian ini secara umum adalah sebagai
penyelesaian syarat bagi penulis untuk menuntaskan masa
studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

2. Kegunaan secara khusus pada penelitian ini, diharapkan
sebagai bentuk perkembangan ilmu pengetahuan yang baru
dalam bidang hukum yang bersangkutan perihal Tinjauan
Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyembunyikan Orang
Yang melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan

No.566/Pid.B/2019/Pn.Bgl).

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang diteliti oleh penulis, merupakan penelitian
yang asli dan tidak memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian
sebelumnya. Dengan itu, penulis memaparkan penelitian-penelitian
terdahulu sebagai gambaran perbandingan dengan penelitian

penulis.

Skripsi yang disusun oleh Hilda Marito Sihotang (140200198),
dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan
Dengan Sengaja Memberikan Bantuan Atau Kemudahan Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dengan Menyembunyikan Pelaku
TIindak Pidana Terorisme (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.

589/Pid.SUS/2014/PN.Jkt.Tim), Program Studi IlImu Hukum,



Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun
2018. Fokus penelitian skripsi ini adalah bagaimana pengaturan
hukum memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku
tindak pidana terorisme di dalam KUHP dan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi
Undang-Undang sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sedangkan
penilitan yang akan diteliti oleh penulis lebih fokus terhadap
kualifikasi tindak pidana terhadap orang yang menyembunyikan

pelaku tindak pidana.

Skripsi  karya Jeremy F.B Batubara dengan judul
Pertangggungjawaban Pidana Bagi Menyembunyikan Pelaku
Terorisme. Perbedaan antara skripsi karya Jeremy F.B Batubara
dengan skripsi penulis yaitu berada pada delik yang digunakan pada

studi putusan dimana delik pada putusan penulis melakukan



penyembunyian pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga,
sedangkan skripsi karya Jeremy F.B Batubara melakukan
penyembunyian terhadap pelaku kejahatan Terorisme. Penelitian
karya Jeremy F.B Batubara ini, menekankan pada
pertanggungjawaban pidana bagi yang telah menyembunyikan
pelaku terorisme pada Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim,
serta untuk mengetahui penjatuhan pidana bagi yang telah
menyembunyikan pelaku terorisme pada Putusan Nomor
02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.  Sedangkan penelitan  Penulis
berfokus pada kualifikasi tindak pidana menyembunyikan orang
yang melakukan tindak pidana dalam perspektif hukum pidana, serta
menganalisis penerapan pidana materil dalam putusan No.

566/Pid.B/2019/Pn.Bqgl.

. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulils dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang akan penulis gunakan pada tulisan ini
adalah penelitian hukum normatif. Pada jenis penelitian hukum
ini, hukum dikristalisasi menjadi kaidah yang merupakan rujukan
bagi manusia untuk bertindak dalam lingkungan sosial. Oleh

karenanya pada penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan



pustaka atau data sekunder seperti Peraturan Perundang-
undangan, buku, hasil penelitian, pandangan para ahli.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian pada tulisan ini akan menggunakan
2 macam pendekatan yaitu pendekatan melalu kasus dan juga
melalu perundang-undangan. Pendekatan kasus dilakukan
dengan menggunakan kasus yang sudah memiliki putusan
sebagai bahan analisis penelitian. Pendekatan perundang-
undangan dilakukan dengan mengkaji undang-undang yang
memiliki keterkaitan dengan penelitian ini untuk mengetahui
adanya ketidakseimbangan antara das sein dan das sollen.
3. Jenis & bahan sumber hukum
Jenis dan bahan sumber yang digunakan pada penelitian
ini adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang
mengikat seperti peraturan  perundang-undangan, dan
yurisprudensi. Dalam penelitian ini akan menggunakan bahan

hukum primer sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder



Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan
undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar
hukum.?

4. Teknik pengumpulan bahan hukum
Pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada tulisan
ini dengan metode studi kepustakaan, yaitu memperoleh
informasi melalul Undang-undang, buku, jurnal, maupun melalui
pencarian dengan internet untuk informasi yang tidak bisa
didapatkan melalui kepustakaan.
5. Analisis bahan hukum
Semua bahan hukum yang sudah dikumpulkan baik dari
bahan hukum sekunder atau primer akan dianalisis dengan
menjelaskan hukum atau peraturan yang berlaku, setelah itu
akan dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan
ini dengan menggunakan pendekatan yang sudah dijelaskan
diatas. Setelah dilakukannya analisis, semoga dapat menjawab

permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini.

2 Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta, him. 119.



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH

PERTAMA

A. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

1.1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam perumusan undang-undang, istilah tindak pidana
dipadankan dengan istilah peristiwa pidana, tindak pidana,
maupun perbuatan pidana, yang ditarik dari istilah straftbaarfeit
yang merupakan bahasa Belanda. Selain itu, kepustakaan
hukum pidana, kerap menggunakan istilah delik.

Jadi, penggunaan istilah straftbaarfeit merupakan suatu
keadaan yang dapat dipidana atau perbuatan yang diikuti dengan
sanksi pidana. Sedangkan, istillah delik yang dalam bahasa asing
diartikan dengan sebutan delict merupakan perbuatan yang
dapat membuat orang yang melakukannya dikenai sanksi
pidana.*

Jonkers merumuskan bahwa strafbaarfeit sebagai
peristiwva pidana yang diartikannya sebagai perbuatan yang

melawan hukum (wederrechtelijk). Terdapat hubungan dengan

3 Amir llyas, 2012, Asas-asas hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, him. 19.

4 Ibid.
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kesalahan pada pembuatnya yang dilakukan oleh orang yang
dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.®

Menurut Pompe, istilah straftbaarfeit itu sejatinya
merupakan “tindakan yang menurut undang-undang telah
dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum”.
Sedangkan menurut pandangan Wirjono Prodjodikoro,
menyatakan bahwa “tindak pidana itu adalah suatu perbuatan

yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.’

1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi
dua perspektif, yaitu secara teoritis berarti berdasarkan pendapat
para ahli dan bisa dilihat dari sudut pandang undang-undang.

Jika dilihat dari sudut pandang teorit unsur-unsur tindak
pidana menurut Moeljatni adalah:®

a. Perbuatan;

b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Dari rumusan R. Tresna di muka, tindak pidana terdiri dari
unsur-unsur, yakni:®

a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);

b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan;
c. Diadakan tindakan penghukuman.

5 Ibid, him. 20.

6 Adami Chawazi, 2014. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT. RajaGrafindo Persada,
Jakarta, him. 72.

7 Ibid, him. 75.

8 Ibid.

9 Ibid, him 79.
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Penekanan unsur tindak pidana menurut R. Tresna ini,
memberikan gambaran bahwa perbuatan itu bertentangan
dengan hukum yang ada, yaitu perundang-undangan yang
berlaku, serta adanya pidana yang mengikuti perbuatan
tersebut.10

Unsur-unsur tindak pidana juga bisa dibagi menjadi unsur
obyektif dan unsur subyektif. Menurut lamintang “unsur objektif
itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-
keadaan, yaitu di dalam keadaan dimana tindakan dari sipelaku
itu harus dilakukan”. Unsur obyektif itu terdiri atas:'!

a. Perbuatan dari seorang manusia yang dapat dibedah
menjadi perbuatan yang positif dan mengandung sifat
negatif, yang dapat menghasilkan suatu perbuatan
pidana. Misalnya, perbuatan tindak pidana pencurian,
di mana pada tindak pidana tersebut, pembuat tindak
pidana bertindak secara aktif melakukan tindak pidana.
Sedangkan perbuatan negatif, dapat dilihat dari
tindakan abai dari seorang pembuat tindak pidana,
seperti tindak pidana tidak melaporkan kepada aparat
pada saat mengetahui terdapat kelompok orang yang
berusaha merobohkan negara.

b. Adanya akibat dari suatu perbuatan manusia, yang
dapat mencederai ataupun merusak kepentingan
hukum yang dilindungi dalam hukum pidana.

c. Adanya keadaan-keadaan yang mempengaruhi
terjadinya tindak pidana tersebut, misalnya pada tindak
pidana pencurian, ketika barang yang diambuil itu
merupakan barang milik orang lain, maka tindakan itu
telah menyebabkan terjadinya tindak pidana
pencurian.

d. Sifat melawan hukum dan sifat yang dapat dipidana.
Unsur ini menekankan bahwa, perbuatan tersebut

10 |bid, him. 80.

1 1bid.
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melawan hukum manakala bertentangan dengan
undang-undang. Terdapat penyataan eksplisit dalam
undang-undang yang menyatakan demikian, misalnya
pada Pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa
“‘memiliki barang tersebut secara melawan hukum”.
Sifat dapat dipidana dari perbuatan tersebut, haruslah
dalam undang-undang, bahwa perbuatan itu diancam
dengan pidana. Namun, sifat ini dapat hilang, ketika
memenuhi alasan-alasan peniadaan pidana
sebagaimana diatur dalam undang-undang.?

Sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang disematkan

pada sikap batin dari si pembuat delik yang memiliki koneksi

dengan dirinya. Unsur subjektif tindak pidana terdiri dari:*®

a.
b.

“‘Kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau
poeging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat
1 KUHP;

Ragam maksud yang tertera dalam beberapa tindak
pidana. Misalnya, sebagaimana tercantum dalam
tindak pidan pencurian, pemalsuan surat, dan lain
sebagainya;

Melakukan suatu tindak pidana dengan terlebih dahulu
dilakukan perencanaan atau sistematisasi terhadap
perbuatan pidana itu;

Adanya perasaan takut, sebagaimana yang
dirumuskan dalam ketentuan tindak pidana yang
teretera pada Pasal 308 KUHP” 14

Dalam unsur subyektif, terdapat pula unsur

pertanggungjawaban pidana yang menjadi elemen yang melekat

pada

unsur  subyektif suatu tindak pidana. Unsur

pertanggungjawaban pdidana ini secara sederhana dapat

12 Andi Sofyan, 2016. Hukum Acara Pidana, Kencana, Jakarta, Him. 100.

14 Chant S. R. Ponglabba, “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut
KUHP?”, Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 6, Nomor 6

Agustus 2017, him. 32.
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dirumuskan manakala pembuat tindak pidana itu tidak memiliki
kemerdekaan bertindak dalam hal menentukan pilihan antara
apa yang dilarang dengan yang tidak dilarang dalam undang-
undang, serta pembuat tindak pidana tidak menghendaki

maupun menginsafi perbuatan pidananya.'®

Dari penjelasan di atas, terkuak bahwa unsur tindak
pidana diklasifikasikan menjadi unsur subyektif dan unsur

obyektif, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana
Identitas dari suatu tindak pidana, dapat pula dikenali
dengan istilah jenis tindak pidana, yang terbagi menjadi beberapa
jenis sebagai berikut:*®
a) Menurut sistem KUHP, dapat dibedakan jenis tindak pidana
yang ada dalam Buku Il KUHP sebagai kejahatan, dan Buku
Il KUHP sebagai pelanggaran. Mengapa bisa dibedakan
antara kejahatan dan pelanggaran, karena dari segi bobot
tidak pidana, pelanggaran dipandang lebih ringan dari pada
kejahatan, bisa dilihat dari ancaman pidananya, pelanggaran
tidak terdapat ancaman dengan pidana penjara dan hanya

berupa pidana kurungan dan denda sedangkan pada

15 | ukman Hakim. 2020. Asas-asas Hukum Pidana. Deepublish. Sleman. him. 35.
16 Amir llyas, Op. Cit, him. 52.
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kejahatan ancaman pidananya lebih banyak ancaman pidana
penjaranya.

b) Menurut cara merumuskannya, tindak pidana terbagi atas
tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana
formil ialah tindak pidana yang penekanan terjadinya,
disyaratkan apabila suatu perbuatan yang dilarang itu terjadi,
tanpa mempertimbangkan akibat. Sedangkan, tindak pidana
materil, menekankan terjadinya tindak pidana pada terjadinya
akibat yang dilarang oleh undang-undang.

c) Berdasarkan bentuk kesalahan, tindak pidana terbagi
menjadi tindak pidana dolus dan culpa atau sengaja dan lalai.
Tindak pidana dolus terjadi apabila tindak pidana itu dilakukan
dengan kesengajaan. Tindak pidana culpa terjadi apabila
tindak pidana itu dilakukan dengan kelalaian.

d) Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat
dibedakan menjadi tindak pidana komisi dan omisi. Tindak
pidana komisi, menekankan terjadinya tindak pidana manakala
terjadi suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan
melanggar larangan dari suatu undang-undang. Dengan kata
lain, tindak pidana komisi ini dilakukan secara aktif. Sedangkan
tindak pidana omisi, dilakukan dengan melanggar perintah

atau dengan kata lain, tindak pidana itu terjadi apabila adanya
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perbuatan abai dari seseorang atas suatu keharusan yang
dilakukannya menurut undang-undang dan diancam pidana.

e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat
dibedakan menjadi tindak pidana yang dilakukan seketika dan
tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berlangsung
lama atau terus menerus.

f) Berdasarkan sumbernya, tindak pidana dapat dibedakan
menjadi tindak pidana yang bersifat umum dan khusus. Tindak
pidana umum dapat ditemukan melalui sumber hukum pidana
yang dikodifikasikan dalam KUHP. Sedangkan tindak pidana
khusus, melekat pada sumber hukum pidana yang memiliki
kekhususan, di luar dari yang ditentukan dalam KUHP.
Dengan kata lain, tindak pidana khusus dapat ditemukan pada
peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

g) Dilihat dari sudut subjeknya, tindak pidana dapat dibedakan
menjadi tindak pidana communia, yaitu tindak pidana yang
berlaku bagi semua orang atau manusia, dan tindak pidana
propria hanya berlaku bagi orang-orang dengan kualifikasi
tertentu.t’

h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal
penuntutan, maka tindak pidana diklasifikasikan menjadi

tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa. Tindak pidana

171bid, him. 32
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aduan, memerlukan orang yang dirugikan secara langsung
untuk meminta kepada penegak hukum untuk dilakukan
penuntutan. Tanpa adanya permintaan atau aduan dari pihak
yang dirugikan atas tindak pidana itu, maka penuntutan
kepada pelaku, tidak dapat dilakukan. Sedangkan tindak
pidana biasa, penuntutan tidak mensyaratkan adanya
permintaan dari pihak yang diragukan. Dengan kata lain,
penuntutan dapat dilakukan atas laporan siapapun.

1) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan,
dapat dibedakan menjadi tindak pidana dalam bentuk pokok,
tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang
tergolong diperingan. Tindak pidana pokok tersebut
merupakan bentuk standar atau keadaan yang utama dalam
suatu tindak pidana. Tindak pidana diperberat, memerlukan
syarat-syarat tertentu untuk memperberat ancaman pidana
dari tindak pidana tersebut. Sedangkan, tindak pidana
diperingan memerlukan syarat-syarat tertentu untuk membuat
tindak pidana itu diancam dengan pidana yang ringan.

Selain itu, terdapat pula beberapa jenis tindak pidana yang
lain, seperti tindak pidana tunggal dan tindak pidana bersusun
yang berkaitan dengan tindak pidana sekali selesai atau yang

dilakukan beberapa kali. Ditemukan pula jenis tindak pidana
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dengan karakter tindak pidana politik, yaitu tindak pidana yang

tujukan kepada keamanan negara dan kepala negara.'®

2. Menyembunyikan Pelaku Tindak Pidana

2.1 Tindak Pidana Menyembunyikan Pelaku Kejahatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata
menyembunyikan berasal dari kata dasar sembunyi. Arti kata
menyembunyikan adalah menyimpan (menutup dan sebagainya)
supaya jangan (tidak) terlihat.

Menurut penjelasan oleh S.R. sianturi terkait kata
menyembunyikan  diberikan  penjelasan  bahwa  untuk
menyembunyikan sesuatu haruslah terdapat tindakan aktif.
Untuk memenuhi unsur menyembunyikan harus ada perbuatan
aktif. Dengan demikian, apabila seseorang mengetahui ada
seorang pelaku kejahatan disembunyikan oleh orang lain, dan dia
mendiamkan saja, yaitu tidak melaporkan kepada pejabat yang
berwenang, maka dia tidak dapat dipidana berdasarkan pasal

ini.k°

2.2 Menyembunyikan Pelaku Tindak Pidana Dalam KUHP
Menyembunyikan Pelaku kejahatan dalam KUHP diatur

dalam pasal 221 ayat (1) yaitu:2°

18 Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. Hukum Pidana. Pustaka Pena. Makassar. him. 108.
19 Abdul R. H. Lalelorang, Op.Cit, him. 34.

20 R, Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, him. 173.
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1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima

ratus rupiah:

Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan
orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut
karena kejahatan, atau barang siapa memberi
pertolongan kepadanya untuki menghindari
penyidikan atau penahanan oleh pejabat
kehakiman atau kepolisian, atau untuk sementara
waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian;
Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan
dan dengan maksud untuk menutupinya, atau
untuk menghalang-halangi atau mempersukar
penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan,
menghilangkan, menyembunyikan benda-benda
terhadap mana atau dengan mana kejahatan
dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya,
atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan
oelh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun
orang lain, yang menurut yang menurut ketentuan
undang-undang terus menerus atau untuk
sementara waktu diserahi menjalankan jabatan
kepolisian.

2) Peraturan ini tidak berlaku bagi orang yang melakukan

perbuatan itu dengan maksud akan meluputkan atau
menghindarkan bahaya penuntuta terhadap salah
seorang kaum keluarganya atau sanak saudaranya
karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau
dalam derajat yang kedua atau yang ketiga dari
keturunan yang menyimpang atau terhadap suami
(interinya) atau jadanya”.

Ketentuan penyembunyian itu tidak berlaku bagi orang

yang melakukan perbuatan untuk menghindari penuntutan
terhadap seorang keluarganya yang sedarah ataupun semenda
garis lurus maupun dalam garis yang menyimpang dari derajat
kedua atau ketiga, hingga terhadap suami atau pun istrinya atau

mantan suami ataupun mantan istrinya.

Tim penerjemah badan BPHN telah membuat terjemahan

Pasal 221 ayat (1) KUHP bahwa:
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‘barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang
yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan,
atau barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang
melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau
barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk
menghindari penyuidikan atau penahanan oleh pejabat
kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut
ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara
waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian”.?*

P.A.F Lumintang dan C.D Samosir menerjemahkan Pasal

221 KUHP dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya
sembilan bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya
emapt ribu lima ratus rupiah:?2

I.  “Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan
seseorang yang bersalah telah melakukan sesuatu
kejahatan, tahuu memberikan bantuannya untuk
menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan oleh
pegawai-pegawai kejaksaan atau polisi atau oleh orang-
orang lain yang menurut peraturan perundang-undangan
ditugaskan secara tetap atau pun untuk sementara guna
melakukan tugas kepolisian;

ii. Barang siapa setelah suatu kejahatan dilakukan, dengan
maksud untuk menyembunyikan atau untuk merintangi
atau mempersulit atau penyidikan atau penuntutan,
menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyukan
alat-alat terhadap alat-alat mana ataupun dengan
kejahatan, ataupun dengan kejahatan, ataupun untuk
menghindarkan pemeriksaan, baik itu dilakukan oelh
pegawai-pegawai kejaksaan atau polisi, maupun oleh lain-
lain orang yang berdasarkan peraturan undang-undang
baik secara tetap maupaun untuk sementara ditugaskan
untuk melakukan tugas kepolisian”.

2 Muhammad Chaerul Aulia Amir,”Tindak Pidana Menyembunyikan Orang Atau
Menghindarkannya Dari Penyidikan atau Penahanan Dalam Pasal 221 Ayat (1) ke 1 ke
KUHP (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 249/Pid.B/2015/Pn.Sda)”, Lex
Crimen, Fakultas Hukum Unsrat,Vol. VII/No.5/Jul/2018, him. 73

22 Abdul R. H. Lalelorang, Op.Cit.t, him. 33.
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Sedangkan menurut terjemahan S.R. Sianturi adalah
dengan pidana penjara maksimum tiga ratus rupiah (x 15)

diancam:%3

I. “Barang siapa yang dengan sengaja menyembunyikan
orang yang melakukan kejahatan atau yang disidik karena
melakukan pertolongan kepada orang itu untuk
meluputkan diri dari penyidikan atau penahanan oleh
pegawali justitia atau polisi, atau oleh orang lain yang
ditugaskan melakukan dinas kepolisian untuk terus
menerus atau untuk sementara berdasarkan peraturan
perundang.

ii. Barang siapa yang setelah suatu kejahatan dilakukan,
dengan maksud untuk menutupinya atau untuk mencegah
atau mempersulit penyelidikannya atau penyidikannya,
menghancurkan, menghilangkan, atau menyembunyikan
benda-benda tempat melakukan atau yang digunakan
untuk melakukan kejahatan itu, atau bekas lain dari
kejahatan itu, ataupun menarik alih benda-benda itu dari
pemeriksaan justitia atau polisi, atau oleh orang lain yang
ditugaskan melakukan dinas kepolisian, atau oleh orang
lain yang ditugaskan melakukan dinas kepolisian untuk
terus menerus atau untuk sementara berdasarkan
peraturan perundangan”.

2.3  Pengecualian Pelaku Tindak Pidana Menyembunyikan
Pelaku Kejahatan
Pengecualian yang dimaksud disini adalah pengecualian
bagi orang yang jika ia melakukan tindak pidana
menyembunyikan pelaku kejahatan yang sudah diatur dalam

Pasal 221 ayat (1) KUHP maka aturan tersebut tidak berlaku

23 S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta,
1983, him. 134
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baginya, sebagaimana yang sudah diatur juga dalam pasal 221

ayat 2 yaitu:
“‘Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan
perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan
atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang
keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis
menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap
suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.”

Sebagaimana yang sudah diatur di dalam pasal tersebut,
jika pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud
menghindarkan bahaya penunututan terhadap seorang
keluarganya sendiri atau semenda garis lurus atau dalam garis
menyimpang derajat kedua atau ketiga atau suami/istrinya atau
bekas suami/istrinya. Untuk menguraikan siapa saja yang
termasuk di dalam pengecualian pasal ini, bisa dilihat lagi dalam
Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang No.
1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

a) Keluarga Sedarah

Keluarga sedarah adalah suatu pertalian keluarga antara
mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau
semua mempunyai nenek moyang yang sama. Pertalian
keluarga sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran. Tiap-tiap
kelahrian dinamakan derajat (Pasal 290 KUH per)

Menurut pendapat Prof. Ali Afandi, kekeluargaan sedarah

adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang
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yang mempunyai keluhuran yang sama. ?* Antara anggota
keluarga sedarah dalam garis lurus yang dimaksud adalah
dengan cucu orang tua dengan anak, Kakek atau Nenek dan
seterusnya dalam garis lurus.?®
b) Keluarga Semenda

Keluarga semenda adalah suatu pertalian keluarga yang
diakibatkan karena perkawinan, ialah sesuatu pertalian keluarga
yang terjadi karena perkawinan seseorang dengan keluarga si
suami atau si istri (hubungan saudara periparan). Walau
demikian menurut pasal 259 ayat (2) KUH per, tiada
kekeluargaan semenda antara para keluarga sedarah suami dan
keluarga istri dan sebaliknya. Sehingga antara keluarga pihak
suami dan keluarga pihak istri tidak terdapat hubungan semenda.
Perderajatan kekeluargaan semenda dihitung dengan cara yang
sama dengan pertalian kekeluargaan sedarah seperti yang
sudah diatur dalam Pasal 296 KUH Per. Dan apabila terjadi
perceraian kekeluargaan semenda antara salah satu suami istri
dan para keluarga sedarah dari pihak yang lain tidak dihapuskan
aturan tersebut juga sudah diatur di dalam Pasal 297 KUH

Per. ?® Bisa disimpulkan bahwa anggota keluarga semenda

24 P.N.H. Simanjuntak, S.H., 2015, Hukum Perdata Indonesia, KENCANA, Jakarta,

him.160
25 |bid.

26 1pid, him.161
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meliputi menantu dengan mertua dan menantu dengan orang tua
dari mertua dan setyerusnya dalam garis lurus.?’
c) Garis Menyimpang Derajat/Golongan Kedua

Golongan ini terdiri atas orangtua, saudara laki-laki atau
perempuan dan keturunannya. Menurut pasal 854 ayat (1) KUH
Per, apabila tidak ada ahli waris dalam golongan pertama, maka
warisan jatuh kepada golongan kedua.?®
d) Garis Menyimpang Derajat/Golongan Ketiga

Golongan ketiga ini terdiri dari keluarga sedarah dalam
garis lurus ke atas sesudah orangtua, baik dari pihak ayah
maupun dari garis ibu sesuai yang sudah diatur dalam Pasal 853
KUH Per. Golongan ini tampil apabila ahli waris dari Golongan
Pertama dan Golongan Kedua tidak ada lagi. Yang dimaksud
dengan keluarga sedarah dalam garis ibu dan garis ayah ke atas
adalah kakek dan nenek, kakek buyut dan nenek buyut terus ke
atas dari garis ayah maupun dari garis ibu.?®
e) Suami dan Istri / Bekas Suami dan Istri

Sejak 1 Januari 1936, suami atau istri adalah ahli waris
dan termasuk kedalam golongan pertama. Sesuai Pasal 852a
KUH Per, bahwa suami-istri bagiannya sama dengan bagian

anak. 3° Sedangkan bekas suami dan istri adalah yang

27 Abdul R. H. Lalelorang, Op.Cit., him 35

28 P.N.H. Simanjuntak, S.H., Op.Cit., him. 221
2 |bid, him. 222

30 |bid, him.220
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hubungannya sudah mengalami putus perkawinan karena tidak

ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain.3!

B. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Menyembunyikan Orang

Yang Melakukan Tindak Pidana

Kualifikasi tindak pidana perbuatan menyembunyikan
orang yang melakukan tindak pidana dalam perspektif hukum
pidana, bisa kita lihat dari unsur-unsur yang ada dialam pasal 221
ayat 1 KUHP itu sendiri yaitu:

Unsur-Unsur Delik Pasal 221 Ayat 1 angka 1 KUHP
1) Unsur Barang Siapa

Unsur ini sebenarnya berkenaan dengan subyek tindak
pidana atau pelaku dari tindak pidana. Dengan menggunakan
kata Barang siapa berarti pelakunya bisa siapa saja. Unsur ini
menekankan pula pada adanya kesalahan dan kemampuan
bertanggung jawab. Kesalahan sendiri merupakan adanya
koneksi psikis dan perbuatan dari pembuat tindak pidana yang
terdiri dari tiga unsur. Pertama, adanya perbuatan yang sifatnya
melawan hukum. Kedua, adanya bentuk kesalahan baik sengaja
atau lalain. Ketiga, adanya kemampuan bertanggung jawab yang

terdiri dari kemampuan mengendalikan pikiran dalam

31 Khoirul Abror, 2020, Hukum Perkawinan dan Perceraian, Bening Pustaka, Yogyakarta,
him.161
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menentukan perbuatan, akibat perbuatan, dan kehendaknya
secara mandiri.?
2) Unsur Dengan Sengaja
Dengan sengaja merupakan unsur yang berkenaan
dengan sikap batin atau unsur kesalahan. Unsur ini menunjukkan
dengan jelas bahwa tindak pidana (delik) sengaja. Artinya,
pembuat tindak pidana memiliki sikap batin menghendaki adanya
perbuatan pidana tersebut. Sebagaimana sudah diuraikan
sebelumnya cakupa kesengajaan sekarang ini dalam doktrin dan
yurisprudensi meliputi tiga bentuk kesengajaan, yaitu:*?
- Sengaja sebagai maksud;
- Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan; dan
- Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.
3) Unsur Menyembunyikan Orang Yang Melakukan
Kejahatan Atau yang Dituntut Karena Kejahatan
Mengenai kata menyembunyikan harus ada suatu
tindakan terhadap perbuatan aktif. Dengan demikian, apabila
seseorang mengetahui ada seseorang mengetahui ada seorang
pelaku kejahatan disembunyikan oleh seorang lain, dan dia

mendiamkan saja, yaitu tidak melaporkan kepada pejabat yang

32 Abdul R. H. Lalelorang, Op.Cit., him. 34

33 Ibid.
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berwenang, maka dia tidak dapat dipidana berdasarkan pasal

ini.3*

4) Unsur Memberikan Pertolongan Kepadanya Untuk
Menghindari Penyidikan atau Penahanan Oleh Pejabat
kehakiman atau Kepolisian, atau Oleh Orang Lain Yang
Menurut Ketentuan Undang-Undang terus Menerus atau
Untuk Sementara Waktu Diserahi Menjalankan Jabatan
Kepolisian.

Dalam wunsur ini disebutkan tentang memberikan
pertolongan untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau
penahanan. Hoge Raad (Mahakamah Agung Negara Belanda)
dalam putusannya tanggal 16 November 1948, memberikan
pertimbangan bahwa, Pasal 221 ayat 1 angka 1 KUHP hanya
mensyaratkan adanya bahaya penyidikan atau penahanan.
Bahaya itu tidaklah perlu mengancam secara langsung.

Sedangkan mengenai pejabat yang hendak melakukan
penyidikan atau penahanan, oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa
yang dimaksud dengan pegawai justisi adalah pegawai negeri
yang menjalankan tugas-tugas peradilan mulai dari penyelidikan

sampai dengan pemeriksaan di sidang.3®

34 1bid

35 Rendy A. Ch. Tulandi, “Menghalangi Penyidikan dan Penuntutan Untuk Kepentingan
Orang Lain Menurut Pasal 221 Ayat (1) KUHPIDANA”, Lex Crimen, Fakultas Hukum
Unsrat Vol. IV/Nomor 6/Agustus/2015, him. 132

36 |bid.

27



Dengan demikian lingkup Pasal 221 ayat 1 angka 1 KUHP
ini adalah untuk tahap penyidikan dan penuntutan saja. Tahap
pemeriksaan di sidang pengadilan tidak termasuk dalam lingkup
pasal ini. Sedangkan yang dimaksud dengan orang lain yang
ditugaskan melakukan dinas kepolisian, adalah polisi kawatan
bea cukai, polisi kehutanan, polisi di bidang tindak pidana
narkotika dan lain sebagainya.®” Namun, menurut R. Soesilo,
upaya menghindari tahapan penegakan hukum itu, tidak hanya
pada tahapan penyidikan dan penuntutan, melainkan termasuk
pula penyeldikan.®®

Untuk memenuhi unsur ini pelanggar harus tahu, bahwa
orang yang ia sembunyikan atau ia tolong itu betul telah
menjatuhkan kejahatan atau dituntut karena perkara kejahatan.®

Berdasarkan unsur delik dari Pasal 221 ayat 1 angka 1
KUHP, menurut penulis, unsur subjektif dari delik ini adalah
adanya sikap batin dari si pelaku yang dengan kehendaknya
sengaja untuk menyembunyikan dan memberi pertolongan
kepada orang yang melakukan kejahatan untuk menghindari
penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau
kepolisian. Unsur subjektif atau sikap batin dari si pelaku,

memiliki kesalahan yang berupa melakukan suatu perbuatan

37 Ibid.
38 R.Soesilo, Op.Cit., HIm 174
39 |bid.
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melawan hukum, di atas umur tertentu yang mampu bertanggung
jawab, memiliki bentuk kesalahan berupa sengaja atau lalai, dan
tidak memiliki alasan pemaaf.*°

Untuk unsur objektifnya terletak pada perbuatan
menyembunyikan atau memberi pertolongan kepada orang yang
melakukan kejahatan untuk menghindari penyidikan atau
penahan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian sehingga
menimbulkan terhambatnya proses sistem peradilan pidana.
Jenis Delik Pasal 221 ayat 1 angka 1 KUHP

Jenis delik dalam Pasal 221 ayat 1 angka 1 KUHP menurut
penulis, yaitu termasuk dalam delik formil. Hal ini karena dalam
rumusan Pasal 221 ayat 1 angka 1 KUHP menitikberatkan
terjadinya suatu delik pada perbuatan yang dilarang vyaitu
perbuatan menyembunyikan atau memberi pertolongan kepada
orang yang melakukan kejahatan untuk menghindari penyidikan
atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian.

Delik biasa adalah penuntutan tidak mensyaratkan adanya
permintaan dari pihak yang dirugkan. Dengan kata lain,
penuntutan dapat dilakukan atas laporan siapapun. Jika melihat

dari rumusan Pasal 221 ayat 1 angka 1 KUHP ini tidak

40 Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana
Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP. Muhammadiyah University Press. Surakarta. HIm.

94
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mensyaratkan adanya permintaan dari pihak yang dirugikan
sehingga penuntutan dapat dilakukan atas laporan siapapun.

Dari rumusan Pasal 221 ayat 1 angka 1 KUHP ini penulis
bisa menyimpulkan bahwa pasal ini termasuk Delik umum karena
dari rumusan pasal ini berlaku semua orang dan termasuk
kedalam ketentuan hukum pidana umum.

Delik komisi menekankan terjadinya tindak pidana
manakala terjadi suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan
melanggar larangan dari suatu undang-undang karena seperti
yang bisa dilihat dari rumusan Pasal 221 ayat 1 angka 1 KUHP
ini menggolongkan tindak pidananya pada suatu perbuatan yang
dilarang yaitu menyembunyikan dan memberikan pertolongan
kepada orang yang melakukan kejahatan untuk menghindari
penyidikan atau penahanan oleh pejabat Kehakiman atau
Kepolisian.

Pasal 221 ayat 1 angka 2 KUHP
1) Unsur Barang Siapa

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, unsur ini
sebenarnya berkenaan dengan subyek tindak pidana atau pelaku
dari tindak pidana. Dengan menggunakan kata barangsiapa

berarti pelakunya bisa siapa saja.*

4 1bid
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2) Unsur Setelah Dilakukan Suatu Kejahatan dan Dengan
Maksud Untuk Menutupinya, atau Untuk Menghalang-
halangi atau Mempersukar Penyidikan atau
Penuntutannya

Berkenaan dengan wunsur ini, Hoge Raad dalam
putusannya 09 Desember 1912 memberikan pertimbangan
bahwa, barangsiapa tanpa berbuat sesuatu membiarkan tetap
berada di tempatnya yang bersembunyi suatu benda yang telah
dibawa ke sana oleh orang lain, tidaklah menyembunyikan benda
itu. Dasar pertimbangan Hoge Raad adalah bahwa,
menyembunyikan meliputi pula perbuatan membiarkan
disembunyikan apabila karena perbuatannya, perbuatan
menyembunyikan itu secara nyata telah dipermudah.*?

3) Menghancurkan, Menghilangkan atau Menyembunyikan
Benda-benda Terhadap Mana atau Dengan Mana
Kejahatan Dilakukan atau Bekas-bekas Kejahatan
lainnya, atau Menariknya Dari Pemeriksaan Yang
Dilakukan Oleh Pejabat Kehakiman atau Kepolisian
Maupun Oleh Orang lain, Yang Menurut Ketentuan
Undang-undang Terus-menerus atau Untuk Sementara

Waktu Diserahi Menjalankan Jabatan-jabatan Kepolisian.

42 Rendy A. Ch. Tulandi, Op.Cit., him. 134
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Oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa pada dasarnya
tindakan terlarang pada Pasal 221 Ayat 1 angka 2 ini obyeknya
adalah barang-barang yang dapat digunakan membuat terang
perkara itu. Dengan kata lain adalah barang bukti. Benda-benda
temoat melakukan kejahatan, maksudnya bahwa benda itu yang
merupakan obyek dari kejahatan tersebut.*3

Mengenai kata-kata bekas kejahatan lainnya, Sianturi
memberikan keterangan bahwa yang dimaksudkan dengan
istilah itu adalah barang yang dapat digunakan untuk membuat
terang perkara itu, Seperti sidik jari, bekas telapak kaki, bekas
percikan darah, dan sebagainya.**

Jenis Delik Pasal 221 ayat 1 angka 2 KUHP

Sama seperti Pasal 221 ayat 1 angka 1 di Pasal 221 ayat
1 angka 2 ini juga termasuk ke dalam kategori delik formil, delik
biasa, delik umum, dan delik komisi. Untuk pengertian mengenai
delik formil, delik biasa, delik umum, dan delik komisi, sudah juga
dibahas pada uraian jenis delik Pasal 221 ayat 1 angka 1
sebelumnya.

Untuk delik formil pada pasal ini juga menitik beratkan
terjadinya suatu delik pada perbuatan yang dilarang yaitu pada

saat setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud

43 1bid.
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untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau
mempersukar penyidikan atau penuntutannya dan
menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan benda-
benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan
atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari
pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau
kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan
undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu
diserahi menjalankan jabatan-jabatan kepolisian. Sedangkan
untuk delik komisi menurut rumusan Pasal 221 ayat 1 angka 2
yang sudah diuraikan termasuk kedalam golongan larangan
sehingga delik ini tergolong kedalam delik komisi.

Selanjutnya untuk delik biasa karena delik ini tetap dapat
diproses hukum atau dituntut, sekalipan pihak yang melapor
bukanlah pihak yang dirugikan. Selain itu, menurut dari uraian
Pasal 221 ayat 1 angka 2 KUHP ini juga tergolong kedalam delik
umum karena Pasal 221 ayat 1 angka 2 KUHP ini juga berlaku
kepada semua orang dan termasuk kedalam ketentuan hukum
pidana umum.

Berdasarkan uraian pada Pasal 221 ayat 1 angka 1 dan
angka 2 KUHP ini maka dapat dilihat bahwa kualifkasi perbuatan
menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana dalam

perspektif hukum pidana ini termasuk kedalam delik biasa, delik
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formil, delik komisi, dan delik umum, Sehingga juga merupakan

kejahatan terhadap ketertiban umum.
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